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INTISAR!

Kesadaran akan pentingnya peta pendaftaran tanah tunggal muncu!
ah berbagai dinamika masalah seperti adanya sertipikat ganda, bidang

yang sudah diukur "melayang", hasil ukuran yang overlapping ^n
3ainya Hal ini terjadi karena gambar bidang tanah dalam sertipikat tidak
kan secara teliti di atas peta pendaftaran atau bahkan tidak d.petakan
sekali sehingga tidak dapat direkonstruksi kembal. dan suht untuk dapat

berikan fnformasi letak bidang tanah tersebut. Untuk memperdeh pe a
aftaran tanah tunggal dan lengkap, maka Kantor Pertanahan KotaS me.aksanakan kegiatan untuk memperbaharu. peta.peta
aftaran tanah yang ada yaitu dengan kegiatan pemetaan indeks grafisg^ica" lapping (GIM). Kantor Pertanahan Kota Probo nggo
arap dengan kegiatan ini akan dihasilkan peta pendaftaran tanah tungga
lengkap yang memuat bidang-bidang tanah terdaftar. Berdasarkan hal
Z dapat dibuat pertanyaan penelitian, bagaimana hasil pelaksanaan
etaan indeks grafis di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, kendala-
lala yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan nonoiitian

Metode yang digunakan dalam penelitian in. adalah metode penelitian
criptif evaluatif. Dengan mengunakan metode ini, penulis menggambarkan
edu pelaksanaan pemetaan indeks grafis di Kantor Pertanahan Kota
)olinggo, menggambarkan kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang
ukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Penelt.an n.
ggCnakan model pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitat.f penelit.
at erat kaSnnya dengan faktor-faktor kontekstual yang leb.h menekankanfseg pengamatan langsung seoara partisipatif sehingga d.ungkap

Knenafenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakang.. Has.l
lisis data diperoleh hasil akhir yaitu berupa informasi tentang bidang-bidang
Ih sehingga bisa ditentukan apakah bidang tanah tersebut dapat dilakukan
ting ke peta pendaftaran atau tidak. i_„„,,0„

Hasil penelitian secara keseluruhan terhadap proses pelaksanaan
iPtaan indeks qrafis yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kotabotggo sesuai dengan'pro'sedur dan ketentuan ^lam Petunjuk Tekn.s
aturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nas.onal Nomor^3
"n 1997 tentang Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah dan
im slnda^aas? Pemetaan Indeks Grafis dan Updating Peta Pendaftaran
13h. Kendala dalam kegiatan ini disebabkan banyak terdapat GU SU, dan «35
s tanah terdaftar yang tidak diikatkan pada titik kontrol atau TDT d, lapangan
Sngg pada saa[akan dilakukan plotting ke dalam peta suht ditentukan
ana posisi sebenarnya bidang tanah tersebut. Sedangkan unfiuk pemetaan
uruh bidang tanah terdaftar di Kota Probolinggo, kendala yang dihadapi pada
3t ini adalah masalah pendanaan. Untuk upaya yang telah d akukan datam

a"an pemetaan indeks grafis ini antara lain adalah kegiatan 'dent.fikas
**"** H ... *.. ,.-L—^--^ hidann-hidana tanah terdaftar di.—.i. i>-^.M^u./-kli l/aharorlaan
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BAB I

PENDAHULUAN

Later Belakang Penelitian

Akhir-akhir ini, kesadaran akan pentingnya peta pendaftaran

tanah tunggal muncul setelah berbagai dinamika masalah seperti adanya

sertipikat ganda, bidang tanah yang sudah diukur "melayang" artinya

bahwa bidang tanah yang sudah diukur tersebut tidak dapat diketahui

posisinya di atas peta, hasil ukuran yang overlapping dan sebagainya. Hal
ini terjadi karena gambar bidang tanah dalam sertipikat tidak dipetakan

secara teliti di atas peta pendaftaran atau bahkan tidak dipetakan sama

sekali, sehingga tidak dapat direkonstruksi kembali dan sulit untuk dapat

memberikan informasi letak bidang tanah tersebut.

Untuk memperoleh peta pendaftaran tanah tunggal dan lengkap

dengan sistem proyeksi TM 3° yang sesuai dengan keadaan dan situasi

yang paling baru serta terkini di lapangan, maka Kantor Pertanahan Kota

Probolinggo melaksanakan kegiatan untuk memperbaharui peta-peta

pendaftaran tanah yang ada yaitu dengan kegiatan pemetaan indeks

grafis atau graphical index mapping (GIM). Kantor Pertanahan Kota

Probolinggo berharap dengan kegiatan ini akan dihasilkan peta

pendaftaran tanah tunggal dan lengkap yang memuat bidang-bidang

tanah terdaftar.



administrasi pertanahan. Pemetaan indeks grafis bidang tanah yang

terdaftar merupakan kegiatan penyusunan informasi spasial dan non

spasial dalam bentuk daftar tanah dan peta indeks grafis yang dituangkan
dalam peta pendaftaran sebagaimana menurut Petunjuk Teknis Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran

Tanah, pada bab IV halaman : 3-4.

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan bidang-bidang tanah

yang sudah terdaftar tetapi belum terpetakan dengan baik ke dalam peta
pendaftaran sehingga bidang tanah tersebut tidak melayang-layang
sebagai flying parcel dan menghindari terjadinya tumpang tindih

(overlapping) pemetaan bidang tanah yang dapat menyebabkan
terjadinya sertipikat ganda. Dari kegiatan pemetaan indeks grafis bidang-

bidang tanah terdaftar dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi mengenai gambaran letak posisi persil dalam

peta indeks persil. Informasi tersebut dapat digunakan dalam

perencanaan dan persiapan pendaftaran tanah sistematik;

2. Tersedianya data dan informasi mengenai bidang-bidang tanah

terdaftar yang dapat digunakan untuk membangun basis data grafis

LIS (Land Information System) sehingga kantor pertanahan cukup

melakukan penggunaan peta pendaftaran tunggal;

3. Dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atau monitoring



Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961. Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 16 ayat (2)

dijelaskan bahwa dalam hal pemberian hak atas bidang tanah yang belum
dapat dibuatkan surat ukurnya karena belum memiliki peta pendaftaran

dapat diberikan sertipikat sementara kepada pemegang hak yang

bersangkutan. Ketentuan tersebut mengakibatkan banyak terjadi sertipikat

yang diterbitkan tanpa melampirkan surat ukur (SU), tetapi hanya

melampirkan gambar situasi (GS) ke dalam sertipikat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa dalam hal kegiatan

pensertipikatan tanah harus melampirkan SU yang merupakan kutipan

dari peta pendaftaran untuk dilampirkan ke dalam sertipikat tanah dan

bukan lagi melampirkan GS ke dalam sertipikat. Berdasarkan hal tersebut,

maka terhadap bidang-bidang tanah sudah terdaftar baik sebelum

maupun sesudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tetapi belum diplotkan/dipetakan pada peta pendaftaran hams

dipetakan. Namun dalam implementasinya terdapat kendala-kendala atau

permasalahan yang harus dihadapi berkaitan dengan pelaksanaannya.

A. Rianto (2001, dalam Junaidi Yahya, 2003 : 34), berpendapat bahwa



data grafis dan numeris yang cukup baik dan lengkap, dan (3) sarana

pendukung dan sumber daya manusia (SDM).
Usaha untuk mendukung perbaikan pemetaan di lingkungan

Kantor Pertanahan Kota Probolinggo melalui kegiatan pemetaan indeks

grafis untuk keseluruhan bidang-bidang tanah terdaftar ternyata tidaklah
mudah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena

banyaknya faktor yang harus dipenuhi dalam kegiatan pemetaan itu
sendiri, seperti membutuhkan banyak dana untuk pelaksanaan pemetaan,

kelengkapan data pendukung, permintaan keakuratan tinggi dan presisi
tinggi untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan serta perlu adanya
infrastruktur yang cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan

pemetaan. Selain itu kesiapan aparat pertanahan serta sarana prasarana

penunjang lainnya sangat diperlukan untuk memperlancar proses

pelaksanaan pemetaan sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota

Probolinggo, dipilih daerah yang menjadi prioritas lebih baik untuk

dilakukan pemetaan indeks grafis. Skala prioritas berdasarkan kriteria

bahwa suatu daerah banyak terjadi peralihan hak, tanah terdaftar lebih

dominan, dan tinggi nilai tanahnya, sehingga Kelurahan Mangunharjo dan

Kelurahan Sukabumi dipilih sebagai prioritas tersebut. Kelurahan

Mangunharjo yang paling banyak jumlah bidang tanah terdaftar
dibandingkan kelurahan lain di Kecamatan Mayangan yaitu sekitar 4.892



kenyataannya hanya sekitar 40 %saja yang sudah dipetakan dalam peta

pendaftaran.

Kondisi pemetaan secara nasional, setelah hampir 44 tahun

sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 telah
diterbitkan sekitar 27 juta sertipikat Hak Atas Tanah. Namun baru sekitar

20% dari bidang tanah yang telah terdaftar tersebut dapat terpetakan

dengan baik ke dalam peta pendaftaran dengan standarisasi pemetaan

kadastral dan yang lainnya belum dipetakan dengan baik (persil

melayang). Hal ini seperti dikemukakan oleh Chairul Bash Achmad, (2004

a : 1 ) bahwa :

"Especially since the enactment of Basic Agrarian Law 1960
and Land Registration Regulation 1961. almost 44 years after,
the Government has only successfully issued about 27 million
certificates of land titles of land parcels. Among them not until
20 %have been properly mapped at all ('flying parcels) and few
have been mapped into local map sistem."

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlunya pemetaan

indeks grafis dalam rangka mengatasi permasalahan bidang-bidang tanah

terdaftar tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan

penelitian dengan mempelajari secara langsung bagaimana pelaksanaan

Pemetaan Indeks Grafis dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan* Kota

Probolinggo dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi, dengan judul:

"EVALUASI PELAKSANAAN PEMETAAN INDEKS GRAFIS Dl



Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana hasil pelaksanaan pemetaan indeks grafis bidang-bidang

tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo ?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemetaan

indeks grafis di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo ?

3. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang

terjadi ?

Pembatesan Masalah

Untuk mempertajam pembahasan topik penelitian ini, perlu

dilakukan pembatasan-pembatasan yaitu :

1. Pemetaan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang

dilaksanakan untuk menghasilkan peta dasar dalam bentuk peta

indeks grafis dan daftar tanah mengenai bidang-bidang tanah yang

terdaftar;

2. Indeks grafis yang dimaksud adalah informasi mengenai data grafis

dalam format vektor dan numeris mengenai bidang-bidang tanah

terdaftar yang disusun berdasarkan nomor identifikasi bidang tanah

(NIB);

3. Pemetaan indeks grafis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi

pengumpulan data, pembuatan daftar tanah, pengeplotan persil pada



4. Bidang-bidang tanah terdaftar adalah bidang-bidang tanah yang telah

didaftar pada Kantor Pertanahan dan telah diterbitkan sertipikat, baik

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

5. Dalam penelitian ini mengambil data mengenai bidang-bidang tanah

terdaftar di Kelurahan Mangunharjo.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui hasil pelaksanaan pemetaan indeks grafis;

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

pemetaan indeks grafis;

3. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi

permasalahan yang muncul.

, Kegunaan Penelitian

Melalui kegiatan pemetaan indeks grafis diharapkan :

1. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

perbendaharaan dan wawasan terhadap lingkup studi pertanahan,

khususnya menyangkut pelaksanaan pemetaan indeks grafis;

2. Sebagai bahan masukan serta sumbangan pemikiran kepada Kantor

Pertanahan Kota Probolinggo dalam rangka penyelenggaraan

pendaftaran tanah;

3. Memberikan informasi yang akurat mengenai bidang-bidang tanah
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BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data mengenai

pelaksanaan pemetaan indeks grafis terhadap bidang-bidang tanah

terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dapat disimpulkan

bahwa :

1. Pelaksanaan pemetaan indeks grafis yang dilaksanakan oleh

Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dilokasi Kelurahan

Mangunharjo sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri

Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Standarisasi

Pemetaan Indeks Grafis dan Updating Peta Pendaftaran dan

Kontrol Kualitas, Badan Pertanahan Nasional Tahun 2003.

2. Kendala dalam pelaksanaan pemetaan indeks grafis di Kelurahan

Mangunharjo disebabkan karena data-data di dalam GU, SU dan

GS tidak dilakukan pengikatan terhadap titik-titik ikat atau TDT di

lapangan sehingga pada saat akan dilakukan plotting ke dalam

peta sulit ditentukan dimana posisi sebenarnya bidang tanah

tersebut. Sedangkan untuk pemetaan seluruh bidang-bidang

tanah terdaftar di Kota Probolinggo, kendala yang dihadapi pada

saat ini adalah masalah pendanaan.



OT"

adalah kegiatan identifikasi lapangan dan mengecek kembali

keberadaan bidang-bidang tanah terdaftar di dalam peta dasar

pendaftaran yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo

Saran

1. Setiap kantor pertanahan disarankan untuk melaksanakan kegiatan

pemetaan indeks grafis, sehingga tidak ada lagi bidang-bidang

tanah terdaftar setelah dilakukan pengukuran tidak dipetakan

dalam peta pendaftaran.

2. Perlu adanya penambahan komputer dan peralatan ukur yang

memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi

terkini.

3. Agar tidak terjadi lagi gambar ukur yang "melayang", maka

disarankan agar Kantor Pertanahan untuk tidak menerbitkan

sertipikat sebelum gambar ukur tersebut diplotkan ke dalam peta

pendaftaran demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan dan

jaminan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah terdaftar.

4. Mengingat kegiatan pemetaan indeks grafis memeriukan biaya

yang tidak sedikit, maka diharapkan adanya perhatian pemerintah

untuk memberikan bantuan dana khusus bagi pelaksanaan

kegiatan ini, dan kalau dianggap perlu kantor pertanahan dapat

bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan
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